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ABSTRACT 

 

This research was motivated by the persistently high levels of inequality in 

land tenure and the increasing number of agrarian conflicts in Indonesia, 

particularly in areas that are legally designated as forest areas but have, in 

fact, long been inhabited and utilized by local communities. These conditions 

create legal uncertainty and highlight a disparity between the designation of 

forest areas and the reality of land tenure on the ground. The government has 

established various policies, including the Settlement of Land Tenure in Forest 

Areas (PPTPKH) and Agrarian Reform, to promote the resolution of land 

tenure issues and designate such lands as Agrarian Reform Land (TORA). 

However, their implementation still faces various obstacles at the field level. 

This study aims to analyze patterns of land tenure, use, and utilization by 

communities within forest areas; identify factors that support and hinder the 

implementation of land tenure resolution; and analyze the resolution 

mechanism through the PPTPKH as the basis for the provision of TORA in Dua 

Koran Village, Belu Regency. The method used was qualitative research with a 

descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and 

document analysis, and then analyzed using qualitative descriptive methods. 

The research findings indicate that land tenure by the community in Dua 

Koran Village has existed for a long time and is largely hereditary. The land is 

primarily used for agriculture and settlements, which serve as the community’s 

main source of livelihood. Although some forest areas have been released and 

land redistributed, there are still plots of land that have been controlled and 

utilized by the community but have not yet been released from forest area status, 

and thus lack legal certainty. The implementation of land tenure resolution is 

influenced by supporting factors such as the duration of land tenure, 

government policy support, and community participation, while inhibiting 

factors include limited data integration, suboptimal public outreach, and inter-

agency coordination that still faces challenges. The PPTPKH mechanism, 

through the adjustment of forest area boundaries, is considered the most 

relevant in the context of this study as the basis for providing TORA in the 

region. These findings illustrate that there remains a gap between long-

standing community land tenure patterns and forest area release policies; 

therefore, the implementation of the PPTPKH must continue to be optimized to 

support agrarian reform. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah tidak hanya dianggap sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai 

sarana pemerataan sosial, jaminan keberlanjutan lingkungan, dan dasar 

kedaulatan bangsa. Namun, ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih 

kewenangan instansi, dan lemahnya kepastian hukum menyebabkan 

masyarakat kecil kesulitan memperoleh hak legal atas tanahnya (Haq dkk., 

2025; Putri dkk., 2025). Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya 

konflik agraria di berbagai wilayah. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi sedikitnya 341 konflik agraria 

dengan luasan mencapai sekitar 914.574 hektare, yang berdampak pada 

123.612 keluarga dan tersebar di 428 desa. Jumlah ini meningkat sebesar 15 

persen dibandingkan tahun 2024, ketika konflik agraria tercatat terjadi di 349 

desa. Konflik yang terjadi terutama didominasi oleh sektor perkebunan, 

pembangunan infrastruktur, pertambangan dan kehutanan, yang menunjukkan 

kuatnya tekanan penguasaan tanah oleh negara dan korporasi atas ruang hidup 

masyarakat (Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2026). 

Konflik agraria yang berkaitan dengan penguasaan tanah di dalam 

kawasan hutan merupakan salah satu dari persoalan yang rumit dan 

berlangsung lama di Indonesia. Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa “Kawasan hutan adalah 

wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk 

dipertahankan sebagai hutan tetap.” Artinya, kewenangan untuk menentukan 

suatu wilayah apakah termasuk dalam kawasan hutan atau tidak, berada pada 

pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) (Dempo, Salim dan Farid, 2021). Data dari Kementerian 

Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mencatat bahwa 

setidaknya terdapat 2.966 desa yang berada di dalam kawasan hutan, sementara 

sekitar 15.481 desa berada di tepi atau sekitar kawasan hutan (Faisol, 2025). 
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Dalam realitanya, persoalan pertanahan muncul karena banyak wilayah 

yang secara administratif ditetapkan sebagai kawasan hutan ternyata telah lama 

dihuni dan dikelola oleh masyarakat. Keadaan seperti ini masih dapat ditemui 

terutama di luar Pulau Jawa, dimana masyarakat membangun permukiman, 

mengelola lahan pertanian, serta menggantungkan kehidupan sosial dan 

ekonominya pada wilayah yang secara hukum dikategorikan sebagai kawasan 

hutan. Sebagai contoh, di Kalimantan Barat tahun 2019, tercatat sebanyak 

1.150 dari 2.031 desa (sekitar 56,67 persen desa) berada dalam kawasan hutan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (Dedi, 2019). Sementara itu, di Sumatera Selatan 

tahun 2024 terdapat 967 desa (29,64% dari total desa provinsi) yang juga 

berada di kawasan hutan (Mujianto, 2024). Kondisi ini mencerminkan 

pertentangan antara negara dan masyarakat, karena negara menetapkan wilayah 

sebagai kawasan hutan yang harus dilindungi, sedangkan masyarakat 

memandangnya sebagai ruang hidup yang sudah dikelola secara turun-temurun. 

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan sosial karena tidak 

hanya membuat posisi hukum masyarakat menjadi lemah, namun juga dapat 

menghambat pembangunan lokal. 

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan penguasaan 

tanah di kawasan hutan adalah dengan mengundangkan Peraturan Presiden 

Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan 

Hutan (Perpres 88/2017) dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang 

Reforma Agraria (Perpres 86/2018). Melalui kedua peraturan tersebut, 

pemerintah berupaya memberikan arah penyelesaian atas penguasaan tanah 

yang terjadi di dalam kawasan hutan dan menata kembali penguasaan tanah 

melalui kebijakan reforma agraria, sehingga masyarakat dapat memperoleh 

pengakuan dan kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai (Diantoro, 

2021; Zein, 2019). 

Kemudian, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2021, yang 

juga mengatur penyelesaian masalah agraria di bidang kehutanan, menjadi 

dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan 
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, 

yang memberi panduan terkait pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah 

Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagai sumber Tanah 

Objek Reforma Agraria (TORA). Permen LHK 7/2021 ini menjadi dasar 

operasional dalam menangani permasalahan penguasaan tanah dan konflik 

lahan di kawasan hutan (Mardias dkk., 2025). 

Seiring waktu, Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018 dinilai perlu 

disempurnakan agar pelaksanaannya lebih efektif dan terkoordinasi. Oleh 

karena itu, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 62 

Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres 

62/2023) yang secara resmi mencabut Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018, 

sekaligus menyusun kerangka kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap 

tantangan di lapangan. Salah satu terobosan dalam Perpres 62/2023 adalah 

ketentuan bahwa minimal 20% dari luas kawasan hutan yang dilepaskan harus 

dialokasikan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Ketentuan ini 

menjadi langkah untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar 

mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan reforma agraria. Selain itu, 

penguatan kelembagaan reforma agraria di pusat dan daerah juga menjadi fokus 

penting agar pelaksanaan di lapangan lebih terarah dan berkelanjutan. 

Reforma agraria dalam praktiknya, terdiri atas dua komponen utama. 

Pertama, penataan aset (asset reform) yang meliputi kegiatan legalisasi 

kepemilikan, pembebasan status lahan, serta redistribusi tanah kepada 

masyarakat yang berhak. Kedua, penataan akses (access reform), yaitu 

pemberdayaan masyarakat melalui dukungan kelembagaan, permodalan, 

pelatihan, dan akses pasar. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat 

kerangka kebijakan reforma agraria agar lebih berdampak, melalui peningkatan 

kepastian tenurial, redistribusi tanah, legalisasi Tanah Objek Reforma Agraria 

(TORA), dan pengurangan kesenjangan kepemilikan lahan (A.P dan Suhadi 

2024). 

Meski aturan reforma agraria dan penyelesaian penguasaan tanah di 

kawasan hutan sudah ada, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan 
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dengan baik. Berbagai kendala masih sering muncul, terutama karena 

koordinasi antar instansi yang lemah, birokrasi yang berbelit, dan data 

penguasaan tanah yang belum terpadu. Situasi tersebut dapat dilihat seperti di 

Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, ketika perbedaan data antara 

ATR/BPN dan KLHK menyebabkan penguasaan tanah masyarakat sulit 

diverifikasi dan pelaksanaan TORA menjadi terbatas (Manik, 2022). Di Desa 

Cimrutu, Kabupaten Cilacap, penyelesaian reforma agraria terhambat karena 

aturan luas minimal kawasan hutan membatasi pilihan kebijakan, ditambah 

penyelesaian melalui TMKH terhenti akibat penolakan pemerintah daerah serta 

kurangnya dukungan KLHK (Rahmansani, 2021). Sementara itu, di Desa 

Sambabo, Kabupaten Majene, program TORA belum memberi manfaat nyata 

akibat minimnya sosialisasi dan perbedaan pemahaman antara pemerintah dan 

masyarakat (Ihsan, Arafat dan Wijayanti, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa 

masalah teknis, kelembagaan, dan komunikasi masih menjadi tantangan utama 

dalam pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan (Tarfi dan Amri, 2021). 

Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria hingga saat ini belum 

sepenuhnya berjalan optimal di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya 

di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah telah berupaya 

untuk menjalankan amanat dari Perpres 88 tahun 2017 dan Perpres 86 tahun 

2018 melalui kegiatan penataan batas kawasan hutan dan pelepasan kawasan 

hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga 

diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.357/Menlhk/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan 

Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 54.163 Hektar, Perubahan Fungsi 

Kawasan Hutan Seluas ± 12.168 Hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan 

Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.811 Hektar di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tanggal 11 Mei 2016 dan Pelepasan Kawasan Hutan melalui 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Pelepasan Sebagian 

Kawasan Hutan Lindung Bifemenasi Sonmahole, Hutan Lindung Lakaan, dan 

Hutan Lindung Lakaan Mandeu Seluas 277,70 Ha Melalui Perubahan Batas 



 

5 
 

Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria tanggal 31 

Desember 2021. 

Namun demikian, kebijakan pelepasan kawasan hutan tersebut diatas 

belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh masyarakat yang menguasai dan 

memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan, seperti yang terjadi di Desa Dua 

Koran, Kabupaten Belu. Berdasarkan SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ 

2021, Desa Dua Koran memperoleh pelepasan kawasan hutan seluas ±18,87 

hektar dari total luasan kawasan hutan di desa tersebut dan menurut data dari 

Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, pelaksanaan Reforma Agraria melalui 

kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan 

sesuai dengan surat keputusan tersebut, telah dilaksanakan pada tahun 2023 

yaitu sebanyak 126 bidang tanah dan pada tahun 2024 sebanyak 31 bidang 

tanah. Meskipun demikian, hingga saat ini masih terdapat sekitar ±125,21 

hektar tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran yang sudah dikuasai dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi belum dilepaskan dan belum memiliki 

kepastian hukum atas tanah tersebut. 

Berdasarkan uraian pada bagian diatas, peneliti melihat bahwa 

pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan 

Kawasan Hutan (PPTPKH) di Desa Dua Koran belum berjalan secara optimal 

karena kebijakan pelepasan kawasan hutan belum mengakomodasi seluruh 

tanah yang telah dikuasai masyarakat di dalam kawasan hutan. Hal ini 

ditunjukkan dengan masih adanya penguasaan dan penggunaan tanah oleh 

masyarakat di dalam kawasan hutan yang belum memperoleh kepastian hukum. 

Pola penguasaan tanah yang terbentuk secara turun-temurun dan menjadi 

sumber penghidupan masyarakat belum seluruhnya terakomodasi melalui 

pelepasan kawasan hutan sehingga tanah yang dikuasai masyarakat belum 

dapat diarahkan secara utuh sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria. 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan 

dengan kondisi faktual di lapangan, dimana sesuai dengan Perpres 62 tahun 

2023, PPTPKH merupakan langkah awal yang menjadi dasar dalam 

penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria. 
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Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pola 

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat, faktor-faktor 

yang memengaruhi penyelesaiannya, serta menelaah bagaimana penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran sebagai dasar 

penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria. Atas dasar tersebut, peneliti 

mengambil judul penelitian “Pola Penguasaan Tanah oleh Masyarakat dalam 

Kawasan Hutan dan Penyelesaiannya untuk Sumber Tanah Objek Reforma 

Agraria (TORA) (Studi di Desa Dua Koran, Kabupaten Belu)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan uraian di atas, terdapat persoalan pokok yang 

menjadi kajian penelitian ini, yakni keberadaan masyarakat yang sudah 

menguasai tanah sebagai permukiman maupun lahan pertanian dalam kawasan 

hutan namun tidak mendapat legalitas hukum. Pemerintah melalui Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan kebijakan pelepasan 

kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Pelepasan 

Sebagian Kawasan Hutan Lindung Bifemenasi Sonmahole, Hutan Lindung 

Lakaan, Dan Hutan Lindung Lakaan Mandeu Seluas 277,70 Ha (Dua Ratus 

Tujuh Puluh Tujuh Dan Tujuh Puluh Perseratus Hektare) Melalui Perubahan 

Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria namun 

implementasi kebijakan tersebut tidak merata terhadap masyarakat di Desa Dua 

Koran, Kabupaten Belu. Merujuk dari uraian tersebut dapat dirumuskan 

beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Bagaimana pola penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh 

masyarakat dalam Kawasan Hutan di Desa Dua Koran, Kecamatan 

Raimanuk, Kabupaten Belu? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran 
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sehingga belum semua tanah yang dikuasai masyarakat dapat dilepaskan 

dari kawasan hutan? 

3. Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa 

Dua Koran melalui mekanisme PPTPKH sebagai dasar penyediaan Tanah 

Objek Reforma Agraria (TORA)? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis pola penguasaan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan Desa Dua 

Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. 

b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat 

pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di 

Desa Dua Koran sehingga belum semua tanah yang dikuasai 

masyarakat dapat dilepaskan dari kawasan hutan. 

c. Menganalisis penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan di Desa Dua Koran melalui mekanisme PPTPKH 

sebagai dasar penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 

untuk redistribusi tanah kepada masyarakat. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

dan pemahaman mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria. 

b. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama yang tinggal di 

sekitar kawasan hutan, terkait hak mereka atas tanah serta proses 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. 

c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pembuat kebijakan di tingkat daerah, yaitu pemerintah kabupaten dan 

kantor pertanahan dalam merumuskan strategi untuk menyelesaiakan 
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permasalahan penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan 

sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, bagi kementerian 

terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (LHK), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan evaluasi dan pemyempurnaan prosedur teknis terkait PPTPKH 

serta kebijakan reforma agraria, sehingga pelaksanaan program lebih 

efektif dan tepat sasaran. 
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BAB VII  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan dan penyelesaiannya di Desa Dua Koran, Kecamatan 

Raimanuk, Kabupaten Belu, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Pola penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat 

dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran terbentuk melalui proses yang 

berlangsung cukup lama dan berkembang mengikuti kebutuhan hidup 

masyarakat. Penguasaan tanah telah dimulai sejak sekitar tahun 1960-an 

dan sebagian besar dilakukan turun-temurun di dalam lingkungan 

keluarga. Dari hasil penelitian, hampir seluruh bidang tanah dikuasai 

langsung oleh masyarakat sebagai pemilik, namun belum didukung oleh 

bukti penguasaan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah didominasi oleh 

keguatan pertanian baik berupa kebun campuran maupun ladang, yang 

sekaligus menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, 

sebagian tanah juga telah berkembang menjadi kawasan permukiman yang 

didukung oleh keberadaan fasilitas dasar. 

2. Pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa 

Dua Koran dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor pendukung meliputi lamanya penguasaan tanah oleh 

masyarakat, adanya dukungan kebijakan pemerintah melalui program 

PPTPKH dan TORA, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pendataan dan identifikasi tanah. Sementara itu, faktor penghambat yang 

ditemukan antara lain belum seluruh bidang tanah yang telah dikuasai 

masyarakat masuk dalam Peta Indikatif PPTPKH, pandangan masyarakat 

bahwa proses penyelesaian membutuhkan waktu yang panjang, koordinasi 

antar instansi yang masih menjadi tantangan, serta keterbatasan sosialisasi 

dan akses informasi terkait mekanisme PPTPKH. Berbagai hambatan 
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tersebut menyebabkan penyelesaian penguasaan tanah belum dapat 

menjangkau seluruh bidang tanah yang secara faktual telah dikuasai dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

3. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Dua Koran 

yang paling relevan dilakukan melalui mekanisme PPTPKH dengan pola 

perubahan batas kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Permen LHK 

Nomor 7 Tahun 2021. Pola ini sesuai dengan kondisi di lapangan karena 

terdapat bidang-bidang tanah yang sebagian telah dikuasai masyarakat 

sebelum penunjukan kawasan hutan tahun 1983, serta permukiman dan 

lahan garapan yang telah dikuasai dalam jangka waktu yang lama setelah 

penunjukan kawasan hutan dengan memperhatikan kecukupan luas 

kawasan hutan dan penutupan hutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Melalui perubahan batas kawasan hutan, bidang tanah yang 

memenuhi persyaratan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan, yang 

selanjutnya dapat ditetapkan sebagai sumber TORA dan ditindaklanjuti 

melalui kegiatan redistribusi tanah untuk memberikan kepastian hukum 

kepada masyarakat. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-

pihak yang berkaitan, antara lain: 

1. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan melalui BPKH 

Wilayah XIV Kupang, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, serta 

Pemerintah Daerah, perlu melakukan pendataan dan identifikasi ulang 

secara menyeluruh terhadap penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan 

hutan. Hal ini penting karena masih banyak terdapat bidang-bidang tanah 

yang telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, namun belum 

terakomodasi dalam Peta Indikatif PPTPKH maupun pelepasan kawasan 

hutan yang telah dilakukan sebelumnya. 

2. Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penyelesaian penguasaan 

tanah dalam kawasan hutan perlu ditingkatkan, terutama dalam hal 
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integrasi data dan penyamaan informasi yang digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan, sehingga proses penyelesaian di lapangan dapat 

berjalan lebih efektif dan sesuai kondisi yang sebenarnya. 

3. Sosialisasi mengenai mekanisme PPTPKH perlu di perluas dan lebih 

mendalam kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang lebih merata 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, 

manfaat, serta tahapan penyelesaian yang harus dilalui. 

4. Masyarakat Desa Dua Koran juga perlu berperan aktif dalam proses 

penyelesaian penguasaan tanah dengan melengkapi data dan dokumen 

yang dibutuhkan, serta tidak hanya menunggu inisiatif dari pemerintah. 

Keterlibatan masyarakat menjadi salah faktor penting agar proses 

penyelesaian dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. 

5. Penelitian ini masih terbatas pada analisis pola penguasaan tanah dan 

alternatif penyelesaiannya melalui mekanisme PPTPKH. Oleh karen itu, 

bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih luas 

mengenai implementasi PPTPKH di wilayah lain yang memiliki 

karakteristik penguasaan tanah yang berbeda serta implementasi 

redistribusi tanah setelah dikeluarkan dari kawasan hutan dan dampaknya 

terhadap kesejahteraan masyarakat. 
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